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I. UMUM 

  Bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan fungsi Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan 

Perlindungan Konsumen di Indonesia, diperlukan beberapa penguatan baik 

dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), maupun dari sisi 

pembiayaan. 

  Dari sisi kelembagaan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang 

pembentukan komisi, yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada 

kinerja BPKN sesuai dengan pembidangannya sejak awal. Pembentukan 

komisi disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan Perlindungan 

Konsumen di Indonesia. 

  Selanjutnya terkait rekrutmen SDM BPKN perlu dilakukan secara 

lebih selektif dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah ini. 

  Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas BPKN dilaksanakan 

secara mandiri melalui sumber APBN dan sumber lain yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Pengertian mendorong berkembangnya LPKSM adalah 

mendorong terbentuknya LPKSM di kabupaten/kota dari yang 

belum ada menjadi ada dan dari kegiatan LPKSM yang bersifat 

umum menjadi khusus. 

Huruf e 

Keberpihakan kepada Konsumen dimaksudkan untuk 

meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap Konsumen 

(wise cosumerism). 

Huruf f 

Menerima pengaduan dan menyelesaikan pengaduan dengan 

cara memberikan saran guna penyelesaian sengketa. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pembentukan komisi dimaksudkan guna lebih meningkatkan tugas 

BPKN. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama, namun harus 

memperhatikan keseimbangan setiap unsur. Keseimbangan jumlah 

wakil setiap unsur dimaksudkan agar tidak ada unsur yang 

dominan dalam keanggotaan BPKN. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Angka (1)  

Unsur pemerintah diwakili oleh instansi teknis terkait yang 

menangani masalah Perlindungan Konsumen yang sekurang-

kurangnya menangani bidang industri, perdagangan, kesehatan 

pertambangan, perhubungan dan keuangan. 

Angka (2) 

Unsur Pelaku Usaha diwakili oleh anggota asosiasi atau 

perkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha. 
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Angka (3) 

Unsur LPKSM diwakili oleh LPKSM yang terdaftar dan diakui 

oleh pemerintah. 

Angka (4)  

Unsur akademisi diwakili oleh mereka yang berpendidikan tinggi 

dan anggota  perguruan tinggi. 

Angka (5) 

Unsur tenaga ahli diwakili oleh mereka yang berpengalaman di 

bidang perlindungan konsumen. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPKN pada periode 

selanjutnya calon anggota BPKN harus mengikuti proses seleksi 

kembali sesuai ayat (1). 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Tim seleksi berasal dari unsur pemerintah dan unsur terkait 

lainnya. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Dalam rangka memberikan keleluasaan terhadap tugas tim seleksi, 

maka diperlukan tenggang waktu yang cukup guna mencari calon 

anggota BPKN yang akan disampaikan kepada Menteri. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 12 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu 

melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat keterangan 

dari rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
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